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KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2002

TENTANG

'

PEMBENTUKAN TIM PEMBUKAAN DAN PEMBANGUNAN
SEKOLAH MENENGAH KETURUAN (SMK) KELAUTAN DAN PERIKANAN |
. PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT ! : '
TAHUN ANGGARAN 2002, - T

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

\ . . - o
':nimb:'(mg © -a. bahiva sesuai dengan Program Pembangunan lima Tahun - Dzzrah
( PROPEDA ) Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2001 = 2005
Klususnya bidang Pembangunan Pendidikan mengamanatkan agar
Pembangunan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Menznzah
di Nusa Tenggara Baral dilaksanakan untuk membesikan
kemampuan  menmiiliki, menguasai  dan- menggunakan . [lmu
“Pengetahuan dan Teknologi ( IPTEK Y menurut kebuluhan dunia
usaha danh dunia kerja ; :

e —— - s — ————

b.  bahwa pengelolaan dan pengolahan potensi sumber ¢ava alam
Khususnya sektor kelautan dan perikanan di wilayah Nusa Tenggan
Barat belum didayagunakan szcara optima! oleh karsna tidak
lersedianya Sumber Daya Manusia yang terampil, beanutu dan
berkualitas sesuai dengan perkembangan llmu pengetasuan dan
teknologi ' .

¢ bahwa untuk memenuhi kebutuhan Swnber Dava Manusiv vang
terampil dan berkompentensi sesuai dengan Kebutuhan-pergsiotian
dan pengolahan Sumber Daya Alam secktor kelautan dan pEikanan
di Nuba Tenggara Baral, dipandang perlu membeniuk Tim
Pembukaan dan Pembangunan Sekolah Menengah  iejuiuan |
(SMK) Kelautan dan Perikanan R S

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huenuf g, b,
dan ¢ perlu menetapkan Keputusan Gubermur tentang Pembzntukan
Tim Pembukaan dan Pembangunan Sekolah Menengah Kejurnen
(SMK ) Kelautan - dan Perikanan Propinsi Nusa Tenggara Barat

" Tahun Anggaran 2002 ; : '

.
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Menzingat 1. Undang — undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentutar
Tlacrah — dacerah Tingkat | Bali, Nusa Tcnggara Barai dan Nus:

Tcnggdra Timur:
2. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989 (entang Sistem
Pendidikan Nasional :
3. Undang - undang Nomor 22. Tahun 1999 lcnlar}u Pemziintahean
Daerah :
4. Pcramran Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 lenlanp Koordinass
Kegiatan Instansi*Vertikal di Daerah - -
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 ten: anz
I\-wenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Se ba°al
Daerah Otonom ;
~ 6. Peraturan Pemenn(dh Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaa-
- dan Pengawasan Atas Penyeleng garaun Pemerintahan Dasrah
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang TeLJnl
Pecnyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentwuk
» - . _Rancangan Undang — undang, Rancanaan Peraturan, Pemerintah
\ dan Rancangan Keputusan Presiden ; '
$ Keputusan Presiden Nomor 74 Ta.hun 2001 tenrang Tata Cara
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
9. Peraturan Daerah .Propinsi Nusa Tcnggara Barat \'omor Il
Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Funzsi,
Susunan Orgamsam dan Tatakerja Dlnas ~ .Dinas Dazrzh
Propinsi Nusa Tenggara Barat ;
10.Peraturan Daerah. Propinsi i \Jusa Tenggara Barat iNomior 2 Tahui
2001 tentang Program Pemb:mnunan Duczah (PROPEDA
Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2001 — 2005,

MEMUTUSKAN
~lenctapkan X
PZRTAMA : Membentuk Tirh  Pembukaan dan Pembangunan Sekolz
Menengah Kc;uruan ( SMK ) Kelautan dan Pmlanan
Propinsi Nusa Tenggara Baral Tahun. Anggaran 2002 ds=aguan
susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.
b KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMSA. adalah
a. menyusun program dan rencana kegiatan Tim ; :
b. melaksanakan penelitian dan penghian mecngenai ren. g
lokasi Pembukaan dan Pcmbangunan Sckolah M nengah
Kejuruan ( SMK ) Kelautan dan Perikanan padz semun
dacrah Kabupalcn di Nusa Tenggara Barai:
. c. mepersiapkan bahan yang meliputi perangkai lu.uuh .
sumberdaya tenaga dan sarana prasarana vang L.-p g [URKS
dalam rangka pembukaan dan pcmb.mounan SMK Kelacian

- a ™ * dan Perikanan ; |
' d. melaksanakan komumkzm dan konsultasi dmg rlv'\'-
© fihak yang -memiliki kompetensi terhadap pelaksanean

- penyelenggaraan SMK Kelautan dan Pc.lkan.... di dalam
dan diluar dacrah NTB maupun dengan fihak nzzara -asing
'

' lainnya yang dinilai memiliki kemampuan investasi ¢
: darrah NTR -
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¢. menyampaikan usul dan laporan - serta % LR INAH
pertimbangan  kepada Gubernur Nusa Tengzaie Baai
dalam rangka  penctapan lokasi pembukzan  dan
pembangunan SMK Kelautan dan Perikanan di NTB

floA . Segala blaya yang dikeluarkan scbagai akibal ditztapkanny2
‘ Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Dacrah - Propinsi Nusa Tenggara Barat dan (hn
" sumber — sumber lain yang sah.

NPAT : Keéputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

"‘Ditetapkan di  Mataram
pada langgal 2 Februgsri 2202

dQBERNUR_ NUSA TENGGARA BARAT

: H. HARUN AL RASYID

TEMBUSAN Tt '
Menteri Dalam Negeri di Jakara ;-

" Menteri Pendidikan Nasional di Jakana ;
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappcna~ di Jukana:
Menteri Kelautan dan Perikanan di Jakara :

Dirjen Dikdasmen di Jakana:

Ketua DPRD Prop. NTB di Mataram :
Bupati Lombok Barat di Mataram |
Bupati Lombok Timur di Selong;

9. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar :

i0. Bupati Bima di Raba;

I1.Kepala Bappeda Prop. NTB di Mataram

12.Kepala Dinas Dikpora Prop. NTB di Mataram :

13.Kepala Dinas.Perikanan dan Kelautan Prop. NTB di Malar.xm

‘14.Kepala Dinas Perhubungan Prop. NTB di Mataram :
15.Kepala lsawasda Prop. NTB di Mataram ;
16.Komandan TN1 Angkatan Laut Mataram dl Mataram .
17.Kepala Bappeda Lombok Barat di Mataram ;
18.Kepala Bappeda Lombok Timur di Selong ;

'19.Kepala Bappeda Sumbawa di Sumbawa Besar ;
20.Kepala Bappeda Bima di Raba,

. "I Kepala Dinas P dan K Kab. Lombok Barat di Mataram:

" 22.Kepala Dinas P dan K Kab. Lombok Timur. di Selony ; !

’.a Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab, Sumbawa di Sumba\\a Besar .

24, Kepala Dinas P dan K Kab. Bima di Raba, Co
masing — mdsing yang-bersangkutan untuk maklum ddn sepcrlun\a -
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